BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis kedudukan Sultan
Bubohu yaitu merupakan proses menelaah fenomena di masyarakat berdasarkan
pandangan ataupun kacamata hukum, dengan menggambarkan ataupun
mendeskripsikan adanya Kerajaan Bubohu yang nilai-nilai budayanya masih
dipertahankan oleh salah satu keturunan raja yang kesebelas yaitu bapak Josep
Tahir Ma’ruf atau yang sering disapa Bapak Yotama.

Yotama sebagai sultan Bubohu hanya merupakan simbol dalam pelestari
nilai budaya, serta eksistensi kerajaan Bubohu adalah sebagai wujud nilai nilai
budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur dan itu masih dipertahankan nilai-nilai
yang ada di dalamnya oleh Yotama yang merupakan salah satu keturunan raja.
Yotama dalam menghidupkan kerajaan Bubohu bukan berarti ingin menguasai
sebagian wilayah yang ada dalam NKRI ataupun memerintah serta mengatur hal-
hal yang bersifat kenegaraan. Tujuan Yotama menghidupkan dan mengembangkan
kerajaan Bubohu yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui potensi

destinasi wisata budaya yang ada dalam kerajaan Bubohu tersebut.

2. Upaya Yang Harusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom
Terhadap Eksistensi Sultan Bubohu, Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa
pemerintah harus menjamin dan mengembangkan serta memberikan kebebasan
terhadap masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada

di daerahnya masing. Pemerintah daerah provinsi Gorontalo harus membuat
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rencana induk pemajuan kebudayaan sebab dalam Undang-Undang Pemajuan

Kebudayaan diamanahkan penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan

dimaksud, dan salah satu yang harus diatur adalah pemajuan kebudayaan khususnya

yang ada di Bubohu.

5.2 Saran

1. Saran dari peneliti adalah dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal baik
dalam pelestarian budaya yang merupakan wujud peradaban dunia yang sampai
sekarang ini sudah mulai punah bahkan banyak masyarakat yang sudah
melupakan sejarah budaya tesebut, oleh karena itu negara harus memberikan
peluang serta menjamin dengan memberikan penguatan hukum baik secara
tertulis maupun tidak tertulis bagi para penggiat budaya yang ada di Indonesia
salah satunya yaitu Bapak Josep Tahir Ma’ruf yang merupakan penggiat
budaya yang ada di provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah harusnya lebih jeli dalam memperhatikan para penggiat budaya yang
masih mempertahankan nilai-nilai budaya nenek moyangnya, serta mampu
menjalankan amanat undang-undang dalam pelestarian budaya agar tidak
mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang mampu mempengaruhi

hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia.
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